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ABSTRAK 

 

Pada akhir kepemimpinan Presiden Sukarno, kondisi perekonomian 

Indonesia mengalami kemerosotan. Kemerosotan tersebut di antaranya ialah 

inflasi yang melambung tinggi, terkurasnya cadangan devisa, defisit anggaran 

belanja pemerintah dan pembayaran hutang luar negeri yang sudah jatuh tempo 

untuk segera dibayarkan. Kondisi demikian mengakibatkan pemerintahan awal 

Orde Baru berusaha untuk melakukan penyelamatan ekonomi agar segala 

permasalahan ekonomi akibat warisan dari pemerintahan sebelumnya bisa teratasi 

dan berjalan stabil. Para teknokrat pemerintahan baru tersebut adalah Suharto, 

Sultan Hamengku Buwono IX (selanjutnya Sultan HB IX), dan Adam Malik. 

Dalam perjalanannya ketiga teknokrat tersebut berhasil melakukan penyelamatan 

krisis ekonomi Indonesia. Sultan HB IX yang bertanggungjawab dalam bidang 

ekonomi mengeluarkan pernyataan politik ekonominya yang sekaligus menjadi 

kebijakan ekonomi untuk melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi 

Indonesia. Tujuan tesis ini adalah mendeskripsikan langkah-langkah pengambilan 

kebijakan ekonomi Sultan HB IX dan pengaruhnya dalam memulihkan 

perekonomian Indonesia. 

Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah dan 

teori ekonomi politik untuk menelaah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah lewat Sultan HB IX. Data yang diperoleh dalam tesis ini berasal dari 

arsip, buku, majalah, koran, jurnal, dan literatur lain yang membahas tentang 

Sultan HB IX. Tesis ini pun menggunakan analisis John Maynard Keynes yang 

mengungkapkan bahwa pemerintah harus aktif dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, mengurangi pengangguran dan memelihara stabilitas harga tanpa 

mengurangi peranan swasta. Dalam hal ini, pemerintah melalui Sultan HB IX 

melakukan tindakan di antaranya adalah pemerintah daerah diberikan ijin untuk 

mengembangkan potensi ekonominya, penarikan pajak akan digalakkan dengan 

melalui pembaharuan sistem pajak, dan perusahaan swasta diberikan kesempatan 

mengembangkan perusahaannya, tetapi pemerintah pusat tetap memberikan 

bimbingan. 

Tesis ini juga mendeskripsikan kegagalan dan problem yang dihadapi 

dalam bidang ekonomi pada masa akhir Orde Lama dengan melihat tiga bidang 

yaitu bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Sekaligus upaya pemulihan 

ekonomi yang dilakukan oleh teknorat awal Orde Baru, khususnya kebijakan yang 

dilakukan oleh Sultan HB IX sebagai Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan dan 

Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada periode 1966-1973. 

Dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Sultan HB IX tercatat hasil yang 

mengesankan, stabilisasi dipulihkan, inflasi diatasi, persoalan mengenai hutang 

negara menuju penyelesaian dan Sultan HB IX membantu mengintegrasikan 

perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian internasional. 

 

 KATA KUNCI: Krisis ekonomi, Ekonomi awal Orde Baru, Kebijakan ekonomi 

Sultan Hamengku Buwono IX.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebijakan ekonomi Sultan Hamengku Buwono IX pada awal Orde Baru 

tahun 1966-1973 merupakan sebuah usaha untuk melakukan stabilisasi dan 

rehabilitasi ekonomi. Hal ini dilakukan karena masa transisi Orde lama 

(selanjutnya Orla) ke Orde Baru (selanjutnya Orba) keadaan ekonomi mengalami 

kemerosotan. Pada awal perintisan Orba terdapat Suharto, Adam Malik, dan 

Sultan Hamengku Buwono IX (selanjutnya Sultan HB IX) yang dikenal dengan 

tiga serangkai. Masing-masing telah menjalankan peran penyelamatan dalam 

periode krisis, Sultan HB IX yang bertanggungjawab dalam bidang ekonomi yang 

menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan 

(Waperdam Ekubang), Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan (Menutama 

EKKU), dan Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Meneg EKUIN) 

telah berhasil melakukan perbaikan dalam bidang ekonomi. 

 Pada akhir pemerintahan Orla, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan 

politik yang hebat semenjak memperoleh kemerdekaan. Secara ekonomi, mata 

uang yang mencair akibat inflasi yang tinggi, sumber daya alam yang kurang 

terurus karena tidak adanya dasar kebijakan yang pasti tentang penanaman modal 

asing dalam perekonomian Indonesia.
1
 Secara politik, pada masa Demokrasi 

                                                           
1
Selain tingginya inflasi, kemerosotan ekonomi diakibatkan terkurasnya cadangan devisa 

dan defisitnya anggaran belanja pemerintah. Banyak orang beranggapan bahwa kondisi  demikian 

terjadi karena adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, penggunaan uang 



2 
 

 
 

Parlementer (1950-1959) terdapat delapan kali pergantian kabinet dengan umur 

kabinet yang tidak mencapai dua tahun, terjadinya polarisasi politik, ketegangan 

antara pemerintah pusat dan daerah, pemberontakan pascakemerdekaan, Tri 

Komando Rakyat (Trikora) dalam merebut Irian Barat dan Dwi Komando Rakyat 

(Dwikora) dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia.
2
   

Kebijakan pemerintahan Orla di bawah Presiden Sukarno cenderung lebih 

mengutamakan bidang politik daripada bidang ekonomi. Kecenderungan ini dapat 

dilihat dari bagaimana usaha Sukarno dalam meningkatkan aspek kekuasaan 

wilayah. Contoh kasusnya ialah ketika menangani masalah Irian Barat yang 

terselesaikan dengan kemenangan Indonesia pada tahun 1963. Di tengah 

tantangan politik ini, rakyat berharap bahwa pemerintah hendaknya juga 

memperhatikan persoalan ekonomi secara lebih serius. Pada akhirnya, pemerintah 

pun menyusun program stabilitas ekonomi yang didukung dengan bantuan 

International Monetery Fund (IMF) dan diikuti penyelenggaraan Deklarasi 

Ekonomi (Dekon) oleh presiden yang  bertujuan untuk membangun kembali 

ekonomi melalui jalan kapitalis-liberal. Bersamaan dengan perencanaan progam 

ekonomi tersebut, terdapat isu politik yang lebih mendesak. Akibatnya, 

pemerintah pun memutuskan untuk membatalkan progam stabilitas ekonomi dan 

lebih fokus pada isu politik. Selanjutnya, guna menjaga perimbangan kekuatan, 

                                                                                                                                                               
pemerintah untuk membina dukungan kekuasaan dan kurangnya kewiraswastaan di dalam 

masyarakat bisnis Indonesia. Lihat Mohtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 

1966-1971, terj. M. Rusli Karim (Jakarta: LP3ES, 1989), 30. 
2
Amiruddin Al-Rahab, Ekonomi Berdikari Sukarno (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 

31. 
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pemerintah selalu menunda keputusan-keputusan ekonomi politik yang dapat 

merugikan unsur-unsur di dalam pemerintahan.
3
 

Sikap Sukarno yang anti barat dan anti kapitalis membuat kebijakan 

ekonomi cenderung tunduk pada strategi politik. Dia lebih mementingkan untuk 

menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara sosialis. Kebijakan ini 

dilakukan karena keberhasilan politik diyakini akan memecahkan masalah 

ekonomi Indonesia. Di sisi lain, karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana 

menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa, Sukarno pun tidak begitu peduli untuk 

berupaya mencari saran-saran guna menyelesaikan persoalan tersebut. Dia lebih 

sibuk untuk menyelesaikan revolusi nasional dan cenderung minim sekali usaha 

untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia.
4
 

Sejak awal kemerdekaan, inflasi menjadi salah satu masalah yang dihadapi 

oleh Indonesia. Pada tahun 1957-1958, inflasi menjadi masalah serius ketika 

pembiayaan militer meningkat dan diikuti pula dengan menurunnya pendapatan 

ekspor.
5
 Pada tahun 1965 hingga kuartal pertama tahun 1966, jumlah uang 

beredar dua kali lipat. Harga-harga barang pun meningkat antara 30-50% 

perbulan. Bagian percetakan uang yang tidak beristirahat untuk membiayai 

pengeluaran pemerintah mencerminkan suatu proses pemerintahan yang sama 

sekali tidak efektif untuk memecahkan masalah secara teratur. Inflasi dan korupsi 

yang telah mengkikis pengumpulan pajak juga telah merusak sistem pengendalian 

pemerintah yang selalu berubah-ubah dalam ekonomi “Sosialis” Sukarno. Selain 

itu, sebagian besar sektor produksi, seperti produksi beras, makanan pokok, dan 

                                                           
3
Ibid., 46. 

4
Thee Kian Gie, Ekonomi Indonesia 1950-an, xIii. 

5
Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik, 48. 
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produksi bahan makanan lainnya mengalami penurunan. Meskipun tidak mutlak 

menurun, tetapi hal ini menggambarkan bahwa usaha produksi telah gagal 

mengimbangi pertumbuhan penduduk. Akibatnya, pada tahun 1966 sekurangnya 

10% dari kebutuhan pangan negara tersebut harus diimpor.
6
 

Kegagalan Orla dalam menyusun rencana dan kebijakan pembangunan 

telah mengakibatkan runtuhnya perekonomian Indonesia. Hal ini pun membuat 

Suharto sebagai pemimpin Orba segera melakukan langkah-langkah demi 

memperbaiki ekonomi negara.
7
 Dalam realisasinya, pemerintahan Orba 

melakukan beberapa langkah untuk perbaikan ekonomi negara. Pertama, dalam 

rangka menanggulangi inflasi, pemerintah memperbaiki beberapa aturan 

mengenai urusan keuangan negara. Dalam konteks ini, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan proyek-proyek khusus masa Sukarno yang 

memakan banyak biaya dan menunda semua proyek pembangunan yang sudah 

direncanakan.  

Selama beberapa tahun, untuk pertama kalinya sebuah anggaran belanja 

pun disusun pada tahun 1967. Di dalamnya terdapat aturan pemerintah untuk 

melakukan pemotongan pengalokasian dana secara ketat, termasuk pada anggaran 

Angkatan Bersenjata. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan anggaran belanja 

di setiap kuartalnya. Berikutnya, beberapa pejabat angkatan juga dilibatkan di 

dalam seksi-seksi yang bertanggungjawab pada kementerian keuangan untuk 

mengawasi anggaran. 

                                                           
6
H. W. ARNDT, Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga, terj. 

Ari Basuki, Budiawan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1994), 82. 
7
Kunarjo, “Sejarah Perencanaan Pembangunan: Sebuah Tinjauan Singkat” PRISMA: 

Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial, LP3ES., No. 25, Th. 1971-1996, 14.   
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Selanjutnya, dalam rangka menangani persoalan defisit negara, pemerintah 

Orba mangatur pengeluaran negara dengan sistem anggaran berimbang yang 

dinamis. Artinya, pengeluaran harus sama dengan penerimaan negara. Kebijakan 

ini tentu berbeda dengan masa Orla dimana pengeluaran dilaksanakan dengan 

sistem anggaran defisit yang kekurangannya dibiayai melalui percetakan uang. 

Selain itu, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Orba adalah dengan 

mengubah sistem ekonomi terpimpin ke sistem ekonomi yang berorientasi pada 

mekanisme pasar.
8
 

Pada masa pemerintahan Orba, Sultan HB IX mempunyai peran dalam 

progam stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian Indonesia. Sultan HB IX sendiri 

merupakan seorang raja di Kasultanan Yogyakarta yang berada di bawah 

pemerintahan Republik Indonesia. Dia memiliki perhatian besar terhadap bidang 

ekonomi, pada awal pemerintahn Orba Sultan HB IX menjabat sebagai 

Waperdam Ekubang (1966), Menutama EKKU (1966-1967), dan Meneg EKUIN 

(1967-1973). Kebijakan ekonomi pada masa Orba dapat dibagi menjadi dua 

periode, periode pertama berlangsung dari tahun 1966 sampai 1973, sedangkan 

periode kedua berlangsung dari tahun 1974 sampai awal 1980-an. Pada periode 

pertama, Suharto bersama para aktor pemerintahan lainnya, termasuk Sultan HB 

IX,
9
 muncul sebagai aktor-aktor baru yang menjadi penentu dalam proses 

penyusunan kebijakan ekonomi Indonesia.
10

 

                                                           
8
Kunarjo, “Sejarah Perencanaan Pembangunan”, 12. 

9
Sultan HB IX merupakan seorang dari triumvirat atau presidium (selain Suharto dan 

Adam Malik) yang secara simbolis memegang kekuasaan selama periode transisi dari Sukarno ke 

Orba. HB IX terlibat dalam sejarah panjang pemerintahan Indonesia selama masa Orla dan Orba. 

Dia pernah menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, di antaranya yaitu: Menteri 
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 Untuk melakukan tugas stabilisasi dan rehabilitasi dalam bidang ekonomi 

dan keuangan, maka pemerintah melalui Sultan HB IX yang bertanggungjawab 

dalam bidang ekonomi mengambil kebijakan-kebijakan di dalam negeri dan 

hubungannya dengan ekonomi luar negeri. Langkah pertama yang dilakukanya 

adalah sultan mengeluarkan dua pernyataan politik pada tahun 1966. Sultan 

menyatakan bahwa stabilitas ekonomi harus merupakan prioritas utama bagi 

Indonesia dan Indonesia akan membuka tangan bagi datangnya bantuan asing. Hal 

ini dilakukan oleh sultan untuk mengatasi inflasi yang melambung tinggi, defisit 

anggaran, untuk menambah cadangan devisa, penundaan hutang luar negeri  dan 

mendapat kredit baru.    

Salah satu pernyataan politik Sultan HB IX dalam bidang ekonomi yang 

disampaikan pada 12 April 1966, secara terbuka menyampaikan masalah-masalah 

ekonomi yang dihadapi Indonesia dan mengumumkan kebijaksanaan-

kebijaksanaan untuk memecahkannya. Di antara permasalahan tersebut yaitu 

menyangkut inflasi, defisit neraca pembayaran, dan hutang luar negeri. Apabila 

hutang luar negeri dibayarkan sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun tersebut, 

maka tidak akan ada lagi devisa yang tersisa untuk membiayai impor kebutuhan 

pokok. Oleh karena itu, pemerintah pun mendekati para kreditornya untuk 

membicarakan penundaan dan penjadwalan kembali pembayaran hutang. Selain 

itu, guna melibatkan darerah-daerah secara aktif dalam proses pengambilan 

keputusan ekonomi, maka pemerintah mengizinkan daerah memanfaatkan 

                                                                                                                                                               
Pertahanan dan wakil Perdana Menteri (akhir tahun 1940-an dan selama 1950-an), Menteri 

Keuangan dan Ekonomi (1966-1967), dan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1967-1973).  
10

Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi, 35.  
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sumber-sumber ekonomi mereka untuk kepentingannya sendiri sepanjang tetap 

mematuhi kebijaksanaan pemerintah pusat.
11

  

Pada awal pemerintahan Orba, Sultan HB IX melihat pentingnya fondasi 

ekonomi dan percaya pada pentingnya swasta dana modal asing. Dia juga disebut-

sebut sebagai orang yang mempersiapkan blueprint ekonomi Orba.  Sultan HB IX 

memimpin delegasi ke Jepang mencari pinjaman uang. Dia pun berkeliling Eropa 

dan Amerika untuk bertemu dengan berbagai lembaga, seperti IMF, Bank Dunia, 

dan Bank Pembangunan Asia.
12

  

Sebagai seorang raja Jawa, Sultan HB IX tidak hanya dikagumi oleh 

masyarakat Jawa saja, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Melalui peranannya 

baik dalam perjuangan nasional, pembenahan birokrasi pemerintahan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, maupun dalam penataan ekonomi atau keuangan Indonesia 

pada awal Orba telah tercatat memberi kemajuan yang mengesankan. Peran ini 

pun telah memperkuat citranya sebagai seorang yang mampu mengatasi masa 

krisis Indonesia. Dengan dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang 

kebijakan ekonomi Sultan HB IX pada awal Orba tahun 1966-1973. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai kebijakan Sultan HB IX 

dalam bidang ekonomi awal Orba. Kajian ini lebih signifikan antara tahun 1966 

hingga 1973. Selama periode tersebut, Sultan HB IX menduduki jabatan strategis 

dalam pemerintahan RI, yaitu sebagai Waperdam Ekubang (1966), Menutama 

                                                           
11

Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik, 68. 
12

Seno Joko Suyono dkk., Hamengku Buwono IX: Pengorbanan sang Pembela Republik 

(Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2015), 7. 
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EKKU (1966-1967), dan Meneg EKUIN (1967-1973). Dengan berbagai jabatan 

yang diembannya, Sultan HB IX memiliki tanggungjawab dan peranan besar 

dalam membangun fondasi ekonomi yang sangat menentukan bagi 

keberlangsungan perekonomian Indonesia melalui maksimalisasi program 

stabilisasi dan rehabilitasi pada masa awal Orba. 

Adapun pertanyaan penelitian di dalam tesis ini yaitu: 

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan ekonomi 

Sultan HB IX? 

2. Bagaimana kebijakan ekonomi Sultan HB IX dan pengaruhnya terhadap 

perekonomian Indonesia pada masa awal Orba? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan ekonomi Sultan HB IX pada 

awal Orba. Mengingat bahwa kondisi perekonomian di Indonesia masa akhir Orla 

mengalami kemunduran sehingga Sukarno pun dipaksa untuk memindahkan 

kekuasaan eksekutifnya kepada tiga serangkai, yaitu Suharto, Sultan HB IX, dan 

Adam Malik. Pada periode awal Orba, terutama Sultan HB IX diharuskan 

membuat langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki kondisi perekonomian 

Indonesia. 

Secara teoritis, tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan-

kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Sultan HB IX. Peneliti berpendapat 

bahwa banyak penelitian yang sudah mengkaji tentang tokoh Sultan HB IX yang 

memfokuskan dalam bidang politik, budaya, dan seni. Sedangkan penelitian yang 
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mengkaji tentang Sultan HB IX dalam bidang ekonomi belum mendalam. Tesis 

ini mengkaji tentang kebijakan ekonomi Sultan HB IX pada awal Orba dengan 

menggunakan teori ekonomi politik yang akan menambah dimensi baru dalam 

penulisan sejarah. Dalam tesis ini pun tidak hanya mendeskripsikan apa saja yang 

dilakukan oleh Sultan HB IX dalam kebijakan ekonomi, tetapi juga bagaimana 

dan apa penyebabnya hal itu bisa terjadi. Berbagai pertanyaan muncul pada 

faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi Sultan HB IX dalam pemngambilan 

kebijakan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis dan 

melakukan penyusunan urutan bab-bab yang disesuaikan dengan teori yang 

digunakan. 

Selanjutnya secara praktis, tesis ini berkontribusi untuk menambah 

penulisan tokoh Sultan HB IX yang memfokuskan perannya dalam bidang 

ekonomi. Tesis ini juga melihat korelasi ekonomi dan politik pada awal 

pemerintah Orba untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Keadaan ekonomi 

yang terjadi pada masa akhir pemerintahan Orla jelas terdapat keterkaitannya 

dengan keadaan politik, sosial, dan budaya. Maka kekuatan yang menimbulkan 

perubahan di satu aspek akan menyebabkan perubahan di aspek lainnya. Untuk 

itu, keadaan ekonomi pada akhir pemerintahan Orla yang mengalami kemerosotan 

diperlukan suatu kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien untuk perbaikan 

ekonomi Indonesia.  
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D. Tinjauan Pustaka 

Tesis ini memiliki signifikansi kajian tersendiri, yaitu lebih terfokus pada 

kebijakan ekonomi Sultan HB IX. Kajian tokoh Sultan HB IX dengan perspektif 

ekonomi politik merupakan kajian yang relative baru. Beberapa studi mengenai 

Sultan HB IX selama ini lebih terfokus kepada beberapa aspek, seperti politik, 

sosial, dan budaya. Meskipun terdapat ulasan mengenai ekonomi, tetapi masih 

dalam tataran pembahasan umum dan kurang mendalam.  

Berikut adalah beberapa kajian yang pernah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya tentang Sultan HB IX maupun persoalan ekonomi secara umum: 

  Pertama, Buku Karya P. J. Suwarno berjudul Hamengku Buwono IX dan 

Birokrasi Pemerintah Yogyakarta (1942-1974): Sebuah Tinjauan Historis. 

Minatnya sudah jelas berbeda dengan minat peneliti, buku P. J. Suwarno ini 

memfokuskan kajian politik Sultan HB IX dalam pemerintahan Yogyakarta. 

Secara umum, buku ini mengkaji persoalan intern pemerintahan Yogyakarta, yaitu 

tentang bagaimana proses perubahan birokrasi pemerintahan Yogyakarta mulai 

dari penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga sampai integritas 

Yogyakarta dengan RI. Secara khusus, buku ini banyak memberikan informasi 

tentang birokrasi Kesultanan Yogyakarta pada masa Sultan HB IX. Sedangkan 

tesis ini mengkaji tentang Kebijakan ekonomi Sultan HB IX pada awal Orba 

dengan perspektif ekonomi politik. kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan 

Sultan HB IX untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. 

  Kedua, Tesis Ria Nurhayati berjudul Sultan Hamengku Buwono IX dan 

Nilai Pendidikan Karakter. Tesis Ria Nurhayati menjelaskan tentang beberapa 
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aspek, yaitu bagaimana sosok Sultan HB IX yang memegang teguh kebudayaan 

asli Indonesia, pendidikan karakter yang dipelajari Sultan HB IX, dan relevansi 

dari nilai pendidikan karakter Sultan HB IX. Melalui tesis Ria Nurhayati dapat 

dilihat bahwa nilai karakter pendidikan Sultan HB IX masih relevan untuk 

dijadikan panutan para generasi muda dalam mengahadapi akulturasi budaya agar 

tetap dapat menjaga keluhuran dan kelestarian budaya Indonesia. Berbeda dengan 

kajian Ria Nurhayati, tesis ini lebih melihat bagaimana kebijakan ekonomi Sultan 

HB IX dalam pembangunan ekonomi Indonesia terutama pada masa awal Orba 

dan bagaimana pengaruh kebijakannya terhadap ekonomi Indonesia. 

  Ketiga, Buku karya Mohtar Mas’oed berjudul Ekonomi dan Struktur 

Politik: Orde Baru 1966-1971 terjemahan M. Rusli Karim. Buku  ini menjelaskan 

tentang bagaimana kemerosotan dalam bidang ekonomi masa Orla yang ditandai 

dengan tingkat inflasi yang tinggi, terkurasnya devisa negara, dan defisit anggaran 

belanja pemerintah. Selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang ekonomi pada 

masa awal pemerintahan Orba beserta struktur politik dan lembaga yang muncul 

bersamaan dengannya. Buku ini juga menerapkan perspektif ekonomi politik yang 

menyatakan bahwa fenomena ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan. 

Ekonomi (yang menyangkut fenomena kekayaan) dan politik (yang berurusan 

dengan fenomena kekuasaan) diikat oleh hubungan saling mempengaruhi. 

Perbedaan buku dan tesis ini terletak pada kekhususan tesis yang membahas tokoh 

Sultan HB IX dalam menstabilkan perekonomian Indonesia, sedangkan dalam 

buku ini membahas peran pemerintah dalam penstabilan ekonomi dan politik 

Indonesia. 
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  Keempat, Buku karya Krismono berjudul Ekonomi Politik Salafisme di 

Pedesaan Jawa. Buku ini juga termasuk yang menggunakan perspektif ekonomi 

politik. Buku Krsimono yang mengkaji tentang pergeseran yang terjadi di 

Kepakisan, yaitu sebuah kampung kecil di dataran tinggi Dieng yang semula 

identik dengan kemiskinan, abangan, dan budaya kejawen, kemudian berubah 

menjadi sebuah kampung santri yang makmur secara ekonomi. Penelitian ini 

menunjukkan  bagaimana para agen lokal berhasil membangun otoritas rasional 

dan kharismanya untuk merubah tatanan sosial masyarakat yang beku dan inheren 

menjadi masyarakat yang rasional, dinamis, progesif, dan religius. Agen lokal 

tersebut memiliki paham kegamaan yang reformis sehingga mampu memecahkan 

berbagai persoalan ekonomi-politik desa dan menyukseskan agenda pembangunan 

pemerintah. Buku Krismono ini termasuk yang menggunakan analisis ekonomi 

politik tentang bagaimana agen lokal berhasil melakukan perubahan dari sebuah 

kampung yang abangan dan miskin menjadi sebuah kampung santri dan 

perekonomian yang makmur. Sedangkan tesis ini kajianya seorang agen lokal 

yang menjadi seorang teknokrat Orba yang berperan dalam penataan ekonomi dan 

keuangan Indonesia. keberhasilan seorang tokoh Sultan HB IX dalam 

penyelamatan perekonomian Indonesia terhadap kemerosotan ekonomi yang 

diakibatkan warisan rezim sebelumnya.   

 

E. Kerangka Teori 

Tesis ini mengkaji tentang kebijakan ekonomi Sultan HB IX pada awal 

Orba tahun 1966-1973. Kebijakan ini dilakukan karena pada masa akhir Orla, 
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ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan yang ditandai dengan berbagai 

kondisi seperti produksi melambat secara dramatis, ekspor dan impor mulai 

macet, dan terjadinya hiperinflasi yang melebihi 600 persen. Untuk menstabilkan 

kembali kondisi ekonomi dan politik nasional yang semakin chaos, maka Sukarno 

dipaksa memindahkan kekuasaan eksekutifnya kepada Suharto sehingga 

menandai lahirnya Orba.
13

 

Setelah naik menjadi presiden, Suharto pun segera merencanakan 

terobosan baru dan menjadikan kegagalan ekonomi dan politik masa Orla sebagai 

pembelajaran di dalam pemerintahannya. Dia mulai melancarkan sejumlah 

kebijakan ekonomi yang dinilai strategis. Untuk memperkuat legitimasinya, dia 

merekrut tokoh intelektual sipil yang mempunyai pengaruh sebagai 

pendampingnya, yaitu Sultan HB IX dan Adam Malik. Sultan HB IX dijadikan 

sebagai Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri. Dia diberi tugas untuk melobi 

negara-negara donor, selain Uni Soviet dan negara Blok Timur, agar bersedia 

memberikan pinjaman untuk Indonesia. Selanjutnya, Sultan HB IX juga diminta 

untuk mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota IMF dan Bank Dunia. 

Agar mempermudah kajian kebijakan ekonomi, maka terlebih dahulu 

perlu dijelaskan mengenai beberapa konsep yang relevan di dalamnya sebagai 

berikut: 

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas yang menciptakan pengetahuan 

tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan 

tentang proses pembuatan kebijakan, maka analisis kebijakan meneliti beberapa 

                                                           
13

Krismono, Ekonomi-Politik Salafisme di Pedesaan Jawa  (Yogyakarta: Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga, 2015), 19.  
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aspek seperti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan serta progam publik.
14

 Secara 

etimologis, istilah kebijakan sendiri berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan 

Latin. Dalam  bahasa Yunani dan Sansekerta, istilah kebijakan diambil dari akar 

kata polis (negara-kota) dan pur (kota), dalam bahasa Latin berkembang menjadi 

politia (negara), dan dalam bahasa Inggris pertengahan menjadi policie, yang 

berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.
15

 

Sedangkan istilah ekonomi dalam bahasa Yunani berasal dari akar kata aikos yang 

berarti rumah dan nomos yang berarti aturan/hukum/cara pengaturan. Adapun 

secara istilah, ekonomi berarti manajemen rumah tangga.  

Sementara ekonomi politik
16

 sendiri dapat dipahami sebagai suatu 

manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara.
17

 Ekonomi politik
18

 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah ilmu yang berusaha memberikan 

nasihat-nasihat kepada para negarawan tentang bagaimana cara mengelola urusan 

ekonomi dari negara agar kebutuhan-kebutuhan warga dapa dipenuhi.
19

 Dalam hal 

ini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan HB IX dalam menstabilkan 

                                                           
14

William N. Dunn, Pengantar Analisis kebijakan Publik, ed. ke-2, terj. Samodra Wibawa 

dkk, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Gadjah University Press, 2003), 1. 
15

Ibid., 51. 
16

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis yang berarti kota atau 

negara kota. Dari kata polis kemudian diturunkan menjadi beberapa kata, yaitu polites yang berarti 

warga negara, politikos (ajectif) yang berarti kewarganegaraan, politike te ckne berarti kemahiran 

politik, dan politike episteme yang berarti ilmu politik. Selanjutnya, orang Romawi mengambil 

alih perkataan Yunani tersebut lalu menamakan pengetahuan tentang negara/pemerintah dengan 

istilah ars politica yang artinya kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan. Lihat, Soelistyati 

Ismail Gani, Pengantar Ilmu Politik (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), 14.  
17

James A. Caporaso dan David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, terj. Suraji 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), v.  
18

Menurut Irham Fahmi, ekonomi politik adalah suatu ilmu yang mengkaji bagaimana 

persoalan-persoalan ekonomi terjadi di negara yang diselesaikan dengan menempatkan kekuatan 

politik sebagai kekuatan pendukung (driving force) dalam memberikan solusi terhadap kasus-

kasus ekonomi. Lihat, Irham Fahmi, Ekonomi Politik: Teori dan Realita (Bandung: ALFABETA, 

2013), 8. 
19

James A. Caporaso dan David P. Levine, Teori-Teori Ekonomi Politik, vi. 
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dan merehabilitasi ekonomi tidak terlepas dari saran-saran yang diberikan oleh 

tim ekonomi Sultan HB IX yaitu, Prof. Widjojo Nitisastro, Dr. Emil Salim, Prof. 

Ali Wardana, Prof. Mohamad Sadli, Prof. Sarbini, Johanes Sumarlin, Dr. Saleh 

Arif, dan Prof. Subroto. 

Selanjutnya, peneliti juga menggunakan konsep berfikir John Maynard 

Keynes yang mengungkapkan bahwa pemerintah harus aktif dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan memelihara stabilitas 

harga tanpa mengurangi peranan swasta.
20

 Kegiatan perekonomian tidak secara 

otomatis mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Oleh karena itu, peranan 

dan kebijakan pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.
21

  

Langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan 

moneter. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah mengubah stuktur dan jumlah 

pajak serta pengeluarannya dengan maksud untuk mengurangi tingkat kegiatan 

perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah 

dalam mempengaruhi jumlah uang dalam perekonomian atau mengubah suku 

bunga dengan tujuan untuk mengatasi masalah perekonomian yang dihadapi.
22

 

Teori di atas memiliki relevansi terhadap objek kajian tentang kebijakan 

ekonomi Sultan HB IX pada awal Orba tahun 1966 – 1973. Pemerintahan Orba 

yang dipimpin oleh Presiden Suharto dan Sultan HB IX sebagai Menteri 

Ekonomi, Keuangan dan Industri melakukan berbagai upaya dalam rangka untuk 

                                                           
20

Ibid., 272. 
21

Sadono Sukirno, Mikroekonomi Pengantar Teori, ed. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2005), 24. 
22

Ibid. 
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menstabilkan perekomian Indonesia. Seorang presiden memiliki wewenang dalam 

mengatur negara. Kemunduran dan kemajuan ekonomi ditopang dengan peran 

pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Peran Sultan HB IX sebagai Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri 

berupaya menstabilkan perekonomian di Indonesia dengan melakukan kebijakan-

kebijakan di dalam negeri dan  luar negeri. Di dalam negeri misalnya, diadakan 

progam pengehematan dalam pengeluaran uang negara di segala bidang, terutama 

di dalam proyek ekonomi yang tidak menguntungkan, penarikan pajak, 

pemerintah memberikan kesempatan terhadap perusahaan-perusahaan swasta 

untuk mengembangkan usahanya, namun pemerintah tetap memberikan 

bimbingan umum dan pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur ekspor. 

Dalam hubungan luar negeri misalnya, Sultan HB IX melakukan upaya pemulihan 

kembali kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban dalam bidang ekonomi dan keuangan, 

melakukan penundaan pembayaran hutang luar negeri dan memperoleh kredit 

baru dari luar negeri. 

  

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

ekonomi politik untuk menelaah tentang kebijakan ekonomi yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Indonesia masa awal Orba. Penelitian ini juga menggunakan 

metode sejarah, yaitu seperangkat aturan dan prinsip yang sistematis untuk 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, 
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dan mengajukan perpaduan dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.
23

 

Menurut Kuntowijoyo, metode sejarah memiliki lima tahapan penelitian, yaitu 

pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sejarah, 

keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), dan historiografi 

(penulisan).
24

 Lima tahapan tersebut peneliti lakukan sebagaimana penjelasan 

berikut ini: 

Pertama, pada tahap pemilihan topik, peneliti membaca berbagai macam 

sumber yang mengkaji tentang Sultan HB IX. Dalam pembacaan tersebut, peneliti 

menemukan satu persoalan yang menarik untuk dikaji mengenai Sultan HB IX, 

yaitu terkait dengan peranannya terhadap proses stabilisasi ekonomi Indonesia di 

masa transisi dari pemerintahan Orla ke Orba. Selanjutnya, peneliti melakukan 

diskusi bersama teman untuk membahas topik yang sesuai untuk dijadikan 

sebagai bahan penelitian. Untuk itu, peneliti kemudian menentukan topik kajian 

dengan bahasan mengenai “Pembangunan Ekonomi Awal Orde Baru Tahun 1966 

– 1973: Studi Kasus Kebijakan Ekonomi Sultan HB IX. Pada tahun tersebut, 

Sultan HB IX menjabat sebagai Menteri Negara Keuangan, Ekonomi, dan Industri 

sehingga memiliki peranan strategis dalam menentukan kebijakan yang 

berpengaruh terhadap keberlangsungan perekonomian di Indonesia. 

 Kedua, pada tahap heuristik, peneliti melakukan studi literatur dengan 

mencari dan mengumpulkan sumber-sumber dari arsip, buku, majalah, koran, 

jurnal, dan literatur lain yang membahas tentang Sultan HB IX dan aspek lain 

yang relevan. Sumber-sumber tersebut peneliti dapatkan di beberapa 

                                                           
23

Dudung Abbdurrahaman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 

2011), 104. 
24

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995), 89. 
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perpustakaan, seperti Perpustakan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga, 

Perpustakaan Kolose St. Ignatius Yogyakarta, Perpustakaan Grahatama DIY, dan 

Perpustakaan Koran Kedaulatan Rakyat. Selain itu, peneliti juga melakukan 

pencarian sumber ke Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI), BPAD Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Artikel Koran Kompas dan toko-toko buku di Yogyakarta. 

Di samping berbagai sumber yang telah disebutkan, penelitin juga melakukan 

penelusuran di internet untuk mendapatkan sumber sekunder sebagai pelengkap 

data mengenai Sultan HB IX yang menjadi kajian penelitian. 

Ketiga, peneliti melakukan verifikasi terhadap data yang didapat dari 

sumber-sumber di atas dengan melakukan kritik internal dan eksternal untuk 

menguji  validitas dan kredibilitasnya. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji 

bagian-bagian fisik sumber yang didapatkan. Namun, secara khusus, peneliti tidak 

banyak melakukan kritik terhadap sumber berupa arsip karena secara material 

memang masih asli dan tersimpan di ANRI dan Perpustakaan Nasional. Di 

samping itu, peneliti juga melakukan kritik internal dengan cara menelaah isi 

tulisan yang ada di berbagai sumber. Dalam hal ini, peneliti membandingkan 

antara tulisan di satu sumber dengan tulisan di sumber lainnya agar didapat data 

yang kredibel dan akurat. Dalam proses ini pula, peneliti berusaha untuk 

menggunakan sumber-sumber primer sebagai rujukan utama dalam penelitian.  

Keempat, peneliti melakukan interpretasi terhadap seluruh data yang 

didapat melalui dua langkah, yaitu analisis dan sintesis. Dalam proses analisis, 

peneliti mencoba untuk menguraikan sumber-sumber yang telah didapat dan 
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kemudian mengkritiknya. Adapun dalam proses sintesis, peneliti mencoba 

menyatukan sumber-sumber yang ada menjadi satu kesatuan. Kedua langkah 

tersebut ditujukan untuk mendapatkan fakta-fakta yang sesuai dan mendekati 

peristiwa yang sebenarnya sebagai bukti penguat hasil kesimpulan. 

Terakhir adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian mengenai 

kebijakan ekonomi Sultan HB IX secara sistemis pada setiap bab dalam tesis ini 

dengan memperhatikan aspek kronologis.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar mendapatkan sebuah pemahaman menyeluruh terhadap penelitian 

ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan dengan susunan sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bahasan, 

yaitu latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua menguraikan tentang sekilas riwayat hidup Sultan HB IX. 

Uraian pada bab ini menjelaskan tentang perjalanan hidup Sultan HB IX dari 

masa penjajahan Belanda sampai masa Orba. Sultan HB IX diangkat menjadi 

Sultan Yogyakarta mengantikan Sultan Hamengku Buwono VIII yang diresmikan 

oleh Dr. Lucian Adam dari Belanda pada 18 Maret 1940. Pada masa pendudukan 

Jepang, Sultan HB IX berperan membangun selokan Mataram sebagai upaya 

melindungi rakyat Yogyakarta dari romusha. Pada masa awal kemerdekaan, peran 

HB IX tercermin dalam pernyataannya bahwa Yogyakarta merupakan bagian dari 
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RI dan memperbolehkan Yogyakarta sebagai ibu kota negara disaat Jakarta 

berhasil dikuasai kembali oleh militer Belanda. Selain itu, pada masa Orla, Sultan 

HB IX juga berperan menjadi Menteri Pertahanan dan Wakil Perdana Menteri. 

Pada masa Orba, dia menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan, yaitu 

sebagai Waperdam Ekubang, Menutama EKKU, Meneg EKUIN, dan Wakil 

Presiden Republik Indonesia. Pada awal Orba, Sultan HB IX yang 

bertanggungjawab dalam bidang ekonomi berperan dalam menstabilkan 

perekonomian Indonesia. Seluruh rangkaian pembahasan tersebut dilakukan untuk 

mengetahui sosok dan peranan Sultan HB IX kepada bangsa Indonesia. 

Bab ketiga membahas tentang manuver Sultan HB IX dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengambilan kebijakan. Bab ini menguraikan langkah 

strategis yang dilakukan Sultan HB IX dalam mengatasi kemerosotan ekonomi 

awal Orba. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan adalah tindakan ekonomi 

dalam negeri maupun luar negeri, kaitannya dengan ekonomi luar negeri Sultan 

HB IX sendiri yang menjadi ketua misi ekonomi luar negeri tersebut. Selanjutnya 

menguraikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan 

ekonomi Sultan HB IX. Faktor-faktor tersebut diuraikan dalam tiga bidang, yaitu 

bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.  

Bab keempat membahas tentang kebijakan ekonomi Sultan HB IX dan 

pengaruhnya terhadap kondisi pemerintahan Indonesia pada masa awal Orba. Bab 

ini menguraikan tentang aktualisasi kebijakan ekonomi Sultan HB IX yang terdiri 

dari pembentukan tim ekonomi, potensi dalam negeri dan potensi luar negeri 

dalam stabilisasi ekonomi, selanjutnya menguraikan pengaruh kebijakan ekonomi 
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yang dilakukan oleh Sultan HB IX yang di dalamnya terdapat keuntungan yang 

didapatkan dan kerugian atas kebijakan tersebut.  

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan memuat jawaban singkat dari pertanyaan-pertanyaan dalam 

penelitian. Adapun saran merupakan pengkoreksian terhadap hasil penelitian yang 

sifatnya membangun demi lebih baiknya penelitian-penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya.  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tesis ini menelaah dan menganalisis kebijakan ekonomi Sultan HB IX 

pada masa awal pemerintahan Orba di Indonesia. Dari keseluruhan pembahasan 

yang telah dilakukan, tesis ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

Pada masa awal Orba, kondisi perekonomian Indonesia berada di titik 

lemah yang dapat ditunjukkan melalui beberapa situasi, yaitu inflasi yang 

melambung tinggi, terkurasnya cadangan devisa negara, meningkatnya harga-

harga, dan sulitnya menyelesaikan pembayaran hutang luar negeri. Kemerosotan 

ekonomi ini terjadi dikarenakan penundaan kebijakan ekonomi pada pemerintahan 

Orla. Sukarno sebagai presiden Indonesia pada masa Orla cenderung lebih 

mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. 

Selain itu, sistem pemerintahan parlementer (1945-1959) yang digunakan ketika 

itu ternyata juga telah gagal menciptakan stabilitas politik Indonesia. Kegagalan 

ini ditandai dengan sering terjadinya pergantian kabinet dan berlarutnya 

pembahasan dasar negara di badan konstituante. 

Dengan kegagalan tersebut, Sukarno akhirnya mengubah sistem 

Demokrasi Parlementer ke sistem Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi 

Terpimpin ini terdapat segitiga kekuasaan antara Presiden Sukarno, Angkatan 

Darat, dan PKI, yang berpengaruh buruk terhadap efektivitas dan efisiensi 

pemerintahan. Kebijakan ekonomi sering dikesampingkan dan lebih 
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mengutamakan hal lain yang menjadi keuntungan jangka pendek bagi satu atau 

kelompok tertentu yang memperebutkan kekuasaan. Akibatnya, keadaan ekonomi 

Indonesia pun mengalami kemerosotan. Kondisi tersebut mengharuskan 

pemerintah yang baru untuk mengubah kebijakan lama dan membuat kebijakan 

baru terutama mengenai kebijakan ekonomi. 

Pada awal pemerintahan Orba, Sultan HB IX bersama dengan Suharto dan 

Adam Malik, memiliki peranan yang amat besar bagi penyelematan Indonesia 

dari situasi krisis. Sultan HB IX yang bertanggungjawab di bidang ekonomi, 

bersama tim ekonominya telah menjalankan peran penyelamatan krisis ekonomi 

di awal Orba. Melalui kiprahnya sebagai Menutama EKKU dan Meneg EKUIN 

dari tahun 1966 sampai 1973, Sultan HB IX telah berkontribusi dalam 

memberikan kebijakannya di bidang ekonomi dan memberikan dampak positif 

bagi stabilitas perekonomian Indonesia yang dibuktikan dengan teratasinya 

inflasi, terkendalinya persoalan penyelesaian hutang luar negeri, dan 

terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam perekonomian internasional. 

Usaha atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam 

stabilisasi dan rehabilitasi di bidang ekonomi dan keuangan mencakup tindakan di 

dalam negeri maupun di luar negeri. Pertama, di antara tindakan yang dilakukan 

di dalam negeri yaitu mengadakan progam penghematan pengeluaran uang negara 

di segala bidang, terutama pembiayaan proyek-proyek yang secara ekonomi tidak 

menguntungkan, mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi anggaran belanja 

seminimum mungkin dan membuat kebijakan anggaran berimbang, mengadakan 

persediaan beras untuk mengurangi tekanan-tekanan yang bersumber pada 
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kekurangan beras sehingga dengan sendirinya akan menghentikan kenaikan harga 

beras, melakukan penarikan pajak tanpa mengadakan pajak baru, penyederhanaan 

prosedur ekspor untuk melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, pihak 

swasta diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan membantu dalam 

usaha stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi berdasarkan petunjuk yang digariskan 

oleh pemerintah, pemerintah memberikan bimbingan dengan bantuan kredit bagi 

pengusaha swasta kecil di bidang pertanian, kerajinan, perikanan, pelayaran, dan 

perdagangan agar usaha ekonominya menjadi lebih besar, dan bagi pengusaha 

sedang dan besar, diberikan jalan agar mereka dapat membantu berdasarkan 

kemampuannya masing-masing, serta beberapa regulasi yang menghambat bisnis 

swasta akan ditinjau kembali. 

 Kedua, dalam hubungannya dengan luar negeri, terlebih dahulu Indonesia 

berusaha untuk memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional. Untuk 

mewujudkannya, Indonesia bergabung kembali sebagai anggota di lembaga-

lembaga ekonomi dan keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. 

Melalui hubungan ini, Indonesia melakukan perundingan dengan berbagai pihak 

di luar negeri untuk mengatur kembali pembayaran cicilan dan bunga hutang yang 

dimiliki. Sikap yang harus ditujukan ialah menghargai setiap bantuan yang lebih 

positif berupa kredit baru dengan prasyarat yang tidak melampaui kemampuan 

ekonomi Indonesia. 

Sebagai usaha memulihkan kembali hubungan ekonomi Indonesia dengan 

luar negeri, maka dilakukanlah misi ekonomi di bawah pengawasan Sultan HB 

IX. Melalui misi ini, Indonesia berhasil memperoleh bantuan dana dari negara di 
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Eropa Barat, Asia, dan Amerika Serikat. Keikutsertaan Indonesia dalam 

pertemuan di Tokyo pada September 1966 dan di Paris pada Desember 1966 telah 

menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan, yaitu penjadwalan kembali 

pembayaran hutang Indonesia kepada luar negeri, termasuk hutang kepada Uni 

Soviet pada November 1966. Di samping itu, Indonesia pun memperoleh 

pinjaman dana dengan bunga rendah dari konsorsium IGGI sebesar $167,3 juta di 

tahun pertama (1967), $361,2 juta di tahun kedua, dan $507,7 juta di tahun ketiga. 

Pada periode1968-1972, bantuan dari IGGI kepada Indonesia secara keseluruhan 

berjumlah $2.353,6 juta, dan 40% darinya tidak dimanfaatkan. 

Dukungan dana internasional dan penanaman modal asing telah mampu 

mendukung program stabilisasi ekonomi di Indonesia, terutama dalam 

mengendalikan inflasi. Bantuan dana dari IGGI pun bermanfaat sebagai 

penyeimbang APBN. Dengan keadaan ekonomi yang menguntungkan tersebut, 

pada tahun 1969, pemerintah mulai melakukan Rencana Pembangunan Lima 

Tahun (REPELITA). Melalui pencapaian ini, maka dapat dikatakan bahwa 

pemerintah Orba telah mampu menjalankan peran penyelamatan dalam periode 

krisis di Indonesia. Sultan HB IX bersama dengan Suharto dan Adam Malik dapat 

dikatakan sebagai tokoh-tokoh perintis Orba. Pada waktu itu, perubahan ekonomi 

begitu cepat sehingga mempengaruhi bidang lain seperti politik dan sosial-

budaya. Dalam proses perubahan kebijakan ekonomi yang dilakukan awal 

pemerintahan Orba tentunya ada keuntungan dan kerugian yang didapatkan. 

Namun, kebijakan ekonomi pemerintah awal Orba, terutama misi ekonomi luar 
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negeri Sultan HB IX memang perlu dilakukan untuk mengatasi kemerosotan 

perekonomian Indonesia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, kiranya akan tidak pantas jika penulis 

mengatakan penelitian ini sudah sempurna. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritikan yang membangun untuk lebih memperbaiki kekurangan-

kekurangan dari hasil penelitian ini. Namun, penulis juga memberikan saran untuk 

penelitian berikutnya sebagai berikut: 

Selama proses penelitian dilakukan, penulis menemukan beberapa bundel 

arsip khusus mengenai tokoh Sultan HB IX ketika menjabat sebagai Wakil 

Presiden pada pemerintahan Orba. Arsip tersebut masih tertata rapi di ANRI 

Jakarta. Kita tahu bahwa selain sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta, Sultan HB 

IX juga menduduki posisi strategis dalam pemerintahan Indonesia. Pada awal 

Orba, peranan Sultan HB IX dalam menstabilkan perekonomian Indonesia dapat 

dikatakan mengalami keberhasilan. Alhasil, pada tahun berikutnya, Sultan HB IX 

diangkat menjadi Wakil Presiden RI (1973-1978) mendampingi Presiden Suharto. 

Ketika menjabat sebagai Wakil Presiden RI, peranan Sultan HB IX semakin 

meredup dan kekuatannya tidak seperti pada waktu menjabat sebagai menteri 

negara. Untuk itu, dalam rangka melengkapi hasil penelitian ini, diperlukan 

penelitian berikutnya yang mengkaji tentang peranan Sultan HB IX ketika 

menjabat sebagai Wakil Presiden RI tahun 1973-1978. 
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